
 
 
 

 

 

  

 

 
 

GUBERNUR JAMBI 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI 
NOMOR 10  TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI 

NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR JAMBI, 
 

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 
15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran 
Nilai Perolehan Air Permukaan sebagai pedoman dalam 
menghitung besaran NPAP Provinsi Jambi; 

b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah sudah tidak sesuai lagi sehingga 
perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah Provinsi Jambi tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah; 
 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera 
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera 
Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1646); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3258); 

SALINAN 



 
 
 

 

 

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 8321); 

6.   Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601);  

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  
15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor            
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya 
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6405); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5950); 



 
 
 

 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintahan 
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan 
Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1195); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 
tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi 
Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jambi Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Jambi Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jambi Nomor 6); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI 

dan 

GUBERNUR JAMBI 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI 
JAMBI NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. 



 
 
 

 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi 
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 
Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Jambi Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi 
Nomor 6) diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) dihapus sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 12 
 

(1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPPKB atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(2) SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, 
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau orang 
yang diberi kuasa olehnya atau ahli waris. 

(3) SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan 
kepada Gubernur selambat-lambatnya: 

a. untuk kendaraan baru 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan 
dan/atau kepemilikan; 

b. untuk kendaraan bermotor bukan baru sampai dengan tanggal 
berakhirnya masa pajak; dan 

c. untuk kendaraan bermotor dari Luar Daerah 30 (tiga puluh) hari 
sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah. 

(4) Dihapus. 

(5) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa 
pajak baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin, 
wajib pajak berkewajiban melaporkan dengan menggunakan SPPKB 
atau dokumen lain yang dipersamakan. 

 

2. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 25 
 

(1) Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) 
ditetapkan BBNKB dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain 
yang dipersamakan. 

(2) Pajak terutang dihitung sejak diterbitkannya SKPD. 

(3) Dihapus. 
 

3. Ketentuan Pasal 42 ayat (3) diubah, ayat (4) dihapus dan ayat (5) diubah 
sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 42 
(1) Dasar  pengenaan pajak adalah nilai perolehan air permukaan.  



 
 
 

 

 

(2) Nilai perolehan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan 
sebagian atau seluruh faktor-faktor : 
a.  jenis sumber air; 
b.  lokasi sumber air; 
c.  tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 
d.  volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; 
e.  kualitas air; 
f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan 
g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan 

dan/atau pemanfaatan air. 
  
(3) Cara menghitung Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah dengan mengalikan : 
a. harga dasar air permukaan; 
b. faktor ekonomi wilayah; 
c. faktor nilai Air Permukaan; dan 
d. faktor kelompok pengguna Air Permukaan. 

(4)  Dihapus  
(5)  Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur yang 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi 

 
Ditetapkan di Jambi 
pada tanggal 5 November 2021             
 
GUBERNUR JAMBI, 
 
 
        ttd 
 

 
H. AL HARIS 

Diundangkan di Jambi 
pada tanggal 5 November 2021 
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, 
 
 

     
         ttd 
 
 
H. SUDIRMAN 
 
 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 NOMOR 10 

 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI: (9-163/2021); 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM 
 

                        
 
M. ALI ZAINI, S.H.,M.H 
Pembina Tk. I 
NIP. 19730729 200012 1 002 



 
 
 

 

 

 
PENJELASAN 

ATAS  
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH 

 
 
 

I. PENJELASAN UMUM 
 

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli 
Daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan 
kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum, sebagaimana hakikat dari 
desentralisasi kewenangan dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu 
memberikan pelayanan secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan 
pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam hal pemungutannya. 

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara 
Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan sebagai pedoman 
dalam menghitung besaran NPAP Provinsi Jambi, maka terjadi perubahan 
sistem perkalian dalam menentukan perhitungan Nilai Perolehan Air 
Permukaan. Dengan terjadinya perubahan tersebut maka dianggap perlu 
diatur lebih lanjut dengan melaksanakan Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah. 

Substansi berikutnya yang diinginkan dalam perubahan Peraturan 
Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah memberikan keringanan 
sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administratif 
pendaftaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada wajib pajak 
yang selama ini dianggap sangat memberatkan oleh wajib pajak dengan 
besaran nominal yang sangat tinggi agar menumbuhkan minat WP untuk 
membayar pajak kendaraannya tanpa menunggak pajak dan ini 
merupakan kebijakan daerah sesuai dengan norma pada Pasal 2 ayat (4) 
UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal I 

 Pasal 12 

 Ayat (1) 

Cukup Jelas 

 Ayat (2) 

Cukup Jelas 

Ayat (3) 

Cukup Jelas 

 Ayat (4) 

Cukup Jelas 

 Ayat (5) 



 
 
 

 

 

Cukup Jelas 

Pasal 25 
 Ayat (1) 

Cukup Jelas 
 Ayat (2) 

Cukup Jelas 
Ayat (3) 

Cukup Jelas 
Pasal 42 

 Ayat (1) 
Cukup Jelas 

 Ayat (2) 
Cukup Jelas 

Ayat (3) 
Cukup Jelas 

Ayat (4) 
Cukup Jelas 

Ayat (5) 
Cukup Jelas 

 
Pasal II 

 Cukup Jelas. 
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